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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Efektivitas  

1. Pengertian Efektivitas  

Menurut Hidayat (1986), efektivitas dapat dipahami sebagai ukuran yang 

menunjukkan sejauh mana suatu target baik dari segi jumlah, mutu, maupun 

waktu berhasil dicapai. Semakin besar persentase target yang terpenuhi, 

semakin tinggi tingkat efektivitasnya. 

Sedangkan Menurut Prasetyo Budi Saksono (1984), efektivitas 

menggambarkan seberapa dekat hasil yang dicapai dengan hasil yang 

diinginkan berdasarkan input yang digunakan. Semakin sesuai output yang 

diperoleh dengan yang diharapkan, semakin tinggi efektivitasnya. 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas, dalam 

konteks pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan, merupakan 

ukuran sejauh mana target berhasil dicapai sesuai dengan rencana yang telah 

ditentukan.
16

 

2. Indikator Efektivitas   

Beberapa indicator efektivitas disebutkan oleh Mahmudi antara lain :  

a. Kegunaan. Agar dapat mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi 

manajemen lainnya, suatu rencana perlu memiliki sifat yang fleksibel, 

stabil, berkelanjutan, dan mudah dipahami. 

b. Ketepatan dan obyektivitas. Setiap rencana perlu dievaluasi untuk 

memastikan bahwa rencana tersebut bersifat jelas, singkat, konkret, dan 
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tepat. Keputusan serta aktivitas manajerial lainnya hanya akan berjalan 

efektif jika didukung oleh informasi yang akurat. 

c. Ruang lingkup. Ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup 

pembahasan mengenai jenis-jenis jaminan yang digunakan dalam akad 

taqsith di Koperasi Syirkah Muslim Indonesia, serta bagaimana 

mekanisme penerimaan dan penilaiannya. Penelitian ini juga membatasi 

fokus pada proses pembiayaan yang melibatkan jaminan, mulai dari 

tahap pengajuan hingga penanganan pembiayaan bermasalah. Selain itu, 

ruang lingkup penelitian dibatasi pada kebijakan internal koperasi yang 

berlaku di wilayah Desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru, 

Tulungagung, sebagai lokasi studi. Penelitian ini turut memperhatikan 

kesesuaian penerapan jaminan dengan prinsip-prinsip syariah, guna 

menilai efektivitasnya dalam mengurangi risiko gagal bayar dalam akad 

taqsith 

d. Efektivitas biaya. Analisis efektivitas biaya merupakan suatu pendekatan 

dalam mengevaluasi alternatif keputusan dengan mempertimbangkan 

biaya dan dampaknya secara terstruktur. Metode ini berfokus pada 

pengambilan keputusan yang bertujuan untuk menemukan cara paling 

efisien dalam mencapai sasaran pembiayaan yang telah ditetapkan. 

e. Akuntabilitas. Akuntabilitas lembaga keuangan syariah harus meliputi 

aspek akidah, syariah, dan akhlak, serta memperhatikan tanggung jawab 

dari seluruh pihak yang terlibat. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan 

tanggung jawab lembaga keuangan syariah secara menyeluruh dan 

optimal. 
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f. Ketepatan waktu. Dalam menganalisis pembiayaan, penting untuk 

mempertimbangkan kesanggupan dan kemauan nasabah dalam 

memenuhi kewajibannya, serta memastikan bahwa seluruh aspek telah 

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penyaluran pembiayaan oleh bank 

syariah harus dilakukan melalui cara-cara yang tidak merugikan pihak 

bank maupun nasabah yang telah menitipkan dananya.
17

 

3.  Tujuan Efektivitas Dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Bermasalah 

Efektivitas pengelolaan risiko pembiayaan bermasalah diarahkan untuk 

menjaga stabilitas dan kesehatan keuangan lembaga perbankan syariah 

melalui penerapan langkah-langkah pencegahan dan penanganan. Sasaran 

utamanya meliputi penekanan tingkat Non-Performing Financing (NPF) atau 

NPL, peningkatan kualitas portofolio pembiayaan, serta terjaminnya 

keberlangsungan operasional bank.
18

 Analisis 5C (Character, Capacity, 

Capital, Collateral, dan Condition) digunakan sebagai dasar utama dalam 

menilai kelayakan calon nasabah secara komprehensif, sehingga potensi 

risiko gagal bayar dapat ditekan sejak tahap awal pembiayaan. Upaya mitigasi 

risiko dilakukan melalui langkah-langkah seperti restrukturisasi pembiayaan, 

pengawasan intensif dengan kunjungan langsung ke lapangan, serta 

pendekatan personal kepada nasabah guna menumbuhkan komitmen dalam 

memenuhi kewajiban pembayaran. Penerapan pendekatan ini terbukti efektif 
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dalam menurunkan tingkat NPL secara signifikan, misalnya dari 2,59% 

menjadi 1,54% dalam kurun waktu empat tahun pada salah satu bank.
19 

B. Jual Beli Kredit (Taqsith) 

1. Pengertian Jual Beli Kredit (Taqsith) 

Pengertian menurut terminologi ini adalah memperoleh sesuatu dengan 

pembayaran yang ditunda, di mana pembeli membayar dalam bentuk cicilan 

dengan jumlah tertentu pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Dr. 

Muhammad Aqlah Ibrahim menyatakan bahwa terdapat sejumlah prinsip 

yang bisa dijadikan pedoman guna memahami konsep bai' bit-taqsith, atau 

jual beli secara kredit, menurut syariat. Pertama, dalam praktiknya, seorang 

penjual menjual barang dengan sistem pembayaran secara kredit (mu'ajjalah), 

di mana harga barang tersebut lebih tinggi dibandingkan harga tunai. Kedua, 

taqsith atau sistem kredit berarti melunasi utang dengan cara mengangsur 

dalam rentan waktu yang sudah ditetapkan. Ketiga, cicilan yang dibayarkan 

merupakan kewajiban yang telah disyaratkan sejak awal untuk dibayar dalam 

jumlah tertentu dan pada waktu yang sudah ditetapkan.
20

  

2. Pandangan Ulama Mengenai Jual Beli Kredit  

Jual beli secara kredit dengan adanya perbedaan harga dibandingkan 

pembayaran tunai merupakan praktik yang dibolehkan dan telah menjadi 

kesepakatan mayoritas ulama serta umat Islam. Dalam fiqh Syafi‟iyah, Imam 

asy-Syirazi menyatakan bahwa “kalau seseorang membeli sesuatu dengan 
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pembahayaran tertunda, tidak perlu diberitahu harga kontannya, karena 

penundaan pembayaran memang memiliki nilai tersendiri”.
21

 

Sejalan dengan pandangan tersebut, pelaksanaan akad taqsith di Koperasi 

Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) tidak mencantumkan harga beli barang 

dalam akad yang disepakati dengan calon anggota. Dalam praktiknya, pihak 

koperasi terlebih dahulu menanyakan pilihan pembayaran kepada calon 

anggota, apakah akan dilakukan secara tunai atau dengan sistem angsuran. 

Apabila anggota memilih pembayaran tunai, maka harga disepakati sejak 

awal, misalnya barang dengan harga Rp15.000.000 dijual secara tunai sebesar 

Rp15.200.000. Namun apabila anggota memilih pembayaran secara tempo, 

koperasi menyampaikan harga jual secara kredit, misalnya sebesar 

Rp17.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan, sehingga besaran angsuran 

ditentukan berdasarkan total harga tersebut. Dengan mekanisme ini, koperasi 

tidak menawarkan dua harga dalam satu akad, melainkan hanya menetapkan 

satu harga sesuai dengan kesepakatan awal. Oleh karena itu, dalam akad 

taqsith tidak terdapat kewajiban untuk menyampaikan harga beli barang, 

selama harga jual dan skema pembayaran telah disepakati secara jelas sejak 

awal akad.
22

 

3. Dasar hukum jual beli kredit (Taqsith) 

Terdapat dua pendapat utama dalam hal ini, yaitu yang menyatakan 

bahwa jual beli kredit dilarang, dan yang membolehkannya sebagai berikut :  

a. Transaksi jual beli ba’i bi al-taqsith (secara kredit) dianggap tidak 

diperbolehkan. 
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Sebagian ulama berpendapat bahwa praktik jual beli dengan sistem 

kredit hukumnya tidak diperbolehkan. Salah satunya adalah Syaikh Al-

Albani yang menegaskan larangan tersebut dalam karyanya. Pandangan ini 

didasarkan pada penafsiran terhadap hadis Rasulullah SAW yang berbunyi 

“Dua transaksi jual beli dalam satu akad”. Hadis ini dipahami sebagai 

larangan terhadap praktik penjual yang menawarkan dua harga dalam satu 

transaksi, misalnya dengan mengatakan: “Jika dibayar tunai harganya 

sekian, namun jika dibayar kredit maka harganya berbeda.
23 

b. Transaksi jual beli bai’ bi al-taqsith (secara kredit) dibolehkan atau 

diizinkan menurut sebagian pandangan. 

Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait secara bulat 

berpendapat bahwa tidak ada larangan bagi penjual menetapkan harga 

kredit yang lebih tinggi dibandingkan harga tunai. Penjual diperbolehkan 

memperoleh keuntungan dari transaksi kredit selama didasarkan pada 

ketentuan dan perhitungan yang jelas. Pendapat ini didukung oleh 

sejumlah dalil yang membolehkan praktik jual beli dengan sistem 

pembayaran yang ditangguhkan. 

آبِدَي نٍآاِلََآاَجَلٍآمُّسَمِّآاآِآامَنُ و آاآَآنآَي ُّهَاالَّذِي آيآَ تُ بُ و آذَاآتَدَاآيَ ن  تُم  هآُىآفاَك   
 Artinya : “hai orang orang yang beriman, apabila kamu bermu‟amalah 

secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu 

menuliskannya”. (Qs. AL – Baqarah :282)
24
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Keumuman kandungan ayat tersebut dapat dijadikan landasan atas 

kebolehan transaksi kredit, asalkan terdapat kesepakatan yang jelas antara 

penjual dan pembeli. Kesepakatan tersebut mencakup penambahan harga 

sebagai konsekuensi dari pembayaran secara bertahap (angsuran) dalam 

jangka waktu yang telah ditentukan, dan disepakati bersama melalui 

musyawarah sebelum transaksi dilakukan.
25

 

Jika ditinjau dari aspek kecukupan serta pemenuhan rukun dan syarat 

jual beli secara angsuran atau kredit, maka praktik tersebut pada dasarnya 

dapat dilakukan selama seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh syariat 

terpenuhi. Akad jual beli secara cicilan atau kredit diperbolehkan dalam 

syariah, sebagaimana didukung oleh berbagai hadis serta ijma‟ para ulama. 

Salah satunya dapat dilihat pada hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah 

„Aisyah berikut ini: 

آ تَ رَىآطعََامًاآمِن  آُعَلَي وِآوَسَلَّمَآاش  هَاآأَنَّآالنَّبَِّآصَلَّىآاللََّّ آعَائِشَةَآرَضِيَآاللهآُعَن   عَن 
آحَدِيدٍآ.آ)رواهآالبخاريآوالمسلمآفيآ يَ هُودِيآإِلََآأَجَلٍآوَرَىَنَوُآدِر عًاآمِن 

 .(صحيحيهما
 

Dari Aisyah Ra. bahwasanya Nabi Saw. telah membeli (bahan) 

makanan kepada seorang yahudi dengan pembayaran yang ditunda, 

disertai jaminan berupa baju perang yang terbuat dari besi. (HR. Bukhari 

No. 2068 & Muslim No. 1603) 

 

Hadis tersebut menjadi dasar bahwa jual beli dengan pembayaran 

tertunda atau secara cicilan dibolehkan. Pandangan para ulama mazhab 

pun sejalan dengan hal ini. Mazhab Hanafi melalui kitab al-Bada’i, 

mazhab Maliki dalam Bidayah al-Mujtahid, mazhab Syafi‟i dalam al-
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Majmu’ dan Mughni al-Muhtaj, serta mazhab Hanbali dalam Majmu’ al-

Fatawa, semuanya menyatakan kebolehan praktik jual beli secara 

cicilan.
26

 

C. Jaminan  

1. Pengertian Jaminan 

Jaminan merupakan suatu hubungan perikatan antara kreditur dan 

debitur, di mana debitur mengikatkan sebagian hartanya sebagai penjamin 

pelunasan utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, apabila pada waktu yang telah ditetapkan debitur mengalami 

kegagalan atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran 

utangnya. Pasal 1131 KUH Perdata menjelaskan bahwa seluruh harta 

kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada 

maupun yang akan ada menjadi jaminan atas setiap perikatan pribadi yang 

dimilikinya.
27

 

Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) menerapkan kebijakan 

jaminan sebagai salah satu upaya mitigasi risiko pembiayaan. Keberadaan 

jaminan berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi koperasi sekaligus 

menjaga keberlangsungan operasional agar tetap stabil. Sejak awal pengajuan 

pembiayaan, jaminan telah diinformasikan kepada anggota sebagai bagian 

dari persyaratan, yang umumnya berupa BPKB kendaraan atau Sertifikat Hak 

Milik (SHM). Penilaian terhadap jaminan dilakukan dengan 

mempertimbangkan nilai barang yang dibiayai. Sebagai contoh, apabila 

anggota mengajukan pembiayaan untuk pembelian sepeda motor bekas, 
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koperasi menetapkan nilai jaminan sebesar sekitar 60% dari harga kendaraan 

tersebut. Apabila nilai tersebut belum mencukupi untuk menutup total 

pembiayaan, anggota diwajibkan menambahkan jaminan lain, seperti BPKB 

kendaraan tambahan yang dimiliki, agar jaminan dinilai memadai. 

Dalam praktiknya, KSMI cenderung tidak menggunakan jaminan berupa 

SHM meskipun memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Hal ini 

disebabkan oleh adanya beberapa pertimbangan, terutama dari sisi biaya. 

Pengikatan jaminan SHM memerlukan proses melalui notaris dengan biaya 

yang relatif besar, tergantung pada luas tanah, yang dapat mencapai sekitar 

Rp2.000.000, sedangkan pengikatan jaminan BPKB hanya memerlukan biaya 

sekitar Rp100.000. Biaya tersebut dikhawatirkan akan menjadi beban 

tambahan bagi anggota. Oleh karena itu, meskipun jaminan SHM memiliki 

kelebihan berupa kepastian hukum yang lebih jelas karena diikat melalui 

notaris, KSMI belum menerapkannya secara optimal. Selain itu, nilai 

pembiayaan di KSMI rata-rata berkisar antara Rp3.000.000 hingga 

Rp200.000.000, dan hingga saat ini koperasi belum pernah melakukan 

pengikatan jaminan SHM melalui notaris karena mempertimbangkan skala 

pembiayaan dan asas kemudahan bagi anggota.28 

2. Jenis-Jenis Jaminan 

Jaminan dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu: 

a. Jaminan kebendaan 

Merupakan Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak atas suatu 

benda tertentu yang dijadikan objek jaminan atas suatu utang, yang 

sewaktu-waktu dapat dicairkan untuk melunasi kewajiban debitur 
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apabila terjadi wanprestasi. Kekayaan yang dijadikan jaminan dapat 

berasal dari debitur maupun dari pihak ketiga. Pemisahan atau 

penunjukan khusus terhadap benda sebagai objek jaminan ini 

dimaksudkan untuk memberikan keuntungan dan kedudukan istimewa 

bagi kreditur yang memintanya. 

b. Jaminan Perorangan 

Merupakan bentuk jaminan berupa pernyataan kesediaan dari pihak 

ketiga untuk menanggung dan memenuhi kewajiban debitur kepada 

kreditur apabila debitur tersebut melakukan wanprestasi. Seperti contoh 

Seorang pemilik usaha kecil mengajukan pinjaman, dan pihak bank 

meminta orang tua atau kerabat dekatnya untuk menjadi penjamin. 

Kerabat tersebut bersedia menanggung kewajiban utang tersebut 

apabila pemilik usaha tidak mampu melunasinya.
29

 

D. Jaminan Dalam Akad Taqsith 

Konsep jaminan dalam pembiayaan jual beli dengan akad taqsith pada 

dasarnya merujuk pada suatu bentuk perjanjian di mana pembayaran dilakukan 

secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Umumnya, harga dalam transaksi ini 

lebih tinggi dibandingkan harga tunai. Adanya jaminan dalam akad taqsith 

berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi penjual apabila pembeli tidak 

mampu melunasi angsuran sesuai kesepakatan. 

Berikut konsep jaminan dalam akad taqsith :  
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1. Penyerahan barang 

Setelah kesepakatan akad tercapai, penjual memberikan barang 

kepada pembeli meskipun pelunasan harga dilakukan secara bertahap 

melalui cicilan. 

2. Pembayaran bertahap 

Pembeli memiliki tanggung jawab untuk melunasi harga barang 

secara cicilan sesuai dengan perjanjian dalam akad, yang umumnya 

dibayarkan setiap bulan. 

3. Jaminan 

Apabila pembeli tidak mampu membayar angsuran sesuai waktu yang 

telah ditentukan, penjual berhak menuntut jaminan yang telah disetujui 

sebelumnya. Jaminan tersebut dapat berupa : 

a. Barang yang Dijual : Jika barang masih berada dalam penguasaan 

pembeli dan belum sepenuhnya dibayar, maka barang tersebut 

dapat dijadikan sebagai jaminan. 

b. Jaminan Tambahan : Pembeli juga dapat menyediakan bentuk 

jaminan lain, seperti menggadaikan barang milik pribadi lainnya, 

atau melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin. 

4. Penyelesaian sengketa 

Apabila muncul perselisihan mengenai pembayaran, penyelesaiannya 

harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah, dengan menitikberatkan pada 

dialog (musyawarah) dan upaya menemukan penyelesaian yang adil bagi 

kedua belah pihak.
30
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E. Pembiayaan  

1. Pengertian Pembiayaan 

Menurut Muhammad (2000: 67), pembiayaan merupakan fasilitas yang 

disediakan oleh lembaga keuangan Islam kepada masyarakat yang 

memerlukan dana, dengan memanfaatkan dana yang dihimpun dari pihak 

yang memiliki kelebihan dana. Pembiayaan tersebut diarahkan untuk 

mendorong pengembangan dan/atau peningkatan pendapatan baik bagi 

nasabah maupun lembaga keuangan itu sendiri. Dengan demikian, esensi 

pembiayaan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan 

dengannya, yang diwujudkan melalui beberapa bentuk transaksi, yaitu: 

transaksi berbasis bagi hasil seperti mudharabah (trustee finance contract) 

dan musyarakah (equity partnership); transaksi sewa menyewa dalam bentuk 

ijarah serta sewa beli melalui ijarah muntahiya bittamlik; transaksi jual beli 

dalam bentuk piutang murabahah (mark-up atau cost-plus), salam, dan 

istishna; serta transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh.
31

 

2. Tujuan Pembiayaan 

Tujuan pembiayaan adalah untuk meningkatkan modal usaha, membuka 

peluang kerja, serta mendorong kesejahteraan finansial yang berlandaskan 

prinsip syariah. Pembiayaan dapat diberikan dalam bentuk dana maupun 

tagihan yang dinilai dengan satuan uang. Pelaksanaannya didasarkan pada 

adanya kesepakatan antara bank dan nasabah penerima pembiayaan melalui 

perjanjian yang telah disusun dan disetujui bersama.
32
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3. Sifat Penggunaan Pembiayaan 

Berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan dibedakan menjadi dua 

jenis, yaitu: 

a. Pembiayaan produktif  

Pembiayaan produktif merupakan jenis pembiayaan yang ditujukan 

untuk menunjang kegiatan produksi dalam arti luas, mencakup 

peningkatan usaha di bidang produksi, perdagangan, maupun investasi. 

Berdasarkan tujuannya, pembiayaan produktif terbagi lagi menjadi 

beberapa jenis, salah satunya adalah : 

1) Pembiayaan modal kerja 

Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang difokuskan 

untuk memenuhi kebutuhan usaha, baik dalam rangka meningkatkan 

jumlah (kuantitas) hasil produksi maupun untuk meningkatkan kualitas 

(mutu) produk. Selain itu, pembiayaan ini juga mencakup kebutuhan di 

bidang perdagangan, khususnya dalam hal peningkatan nilai guna 

lokasi (utility of place) suatu barang. Dalam sistem perbankan syariah, 

pembiayaan modal kerja tidak diberikan dalam bentuk pinjaman uang, 

melainkan melalui pola kemitraan antara bank dan nasabah.  

Dalam hal ini, bank bertindak sebagai penyedia dana atau shahibul 

maal, sementara nasabah berperan sebagai pelaksana usaha atau 

mudharib. Skema pembiayaan seperti ini dikenal dengan akad 

mudharabah (pembiayaan kepercayaan). Pembiayaan diberikan dalam 

jangka waktu tertentu, dan keuntungan yang dihasilkan dibagi secara 

berkala sesuai nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Setelah jatuh 
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tempo, nasabah wajib mengembalikan dana pokok beserta bagian 

keuntungan milik bank yang belum didistribusikan. 

2) Pembiayaan investasi  

Merupakan jenis pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah untuk 

kebutuhan penambahan modal dalam rangka melakukan investasi. 

Pembiayaan ini dapat digunakan untuk kegiatan seperti renovasi atau 

peremajaan usaha, pengembangan atau ekspansi bisnis, maupun 

pembangunan proyek baru. 

b. Pembiayaan konsumtif 

Pembiayaan konsumtif merupakan jenis pembiayaan yang ditujukan 

untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yaitu kebutuhan yang 

pemanfaatannya akan langsung habis digunakan. Dalam konteks 

perbankan syariah, pembiayaan konsumtif dapat diberikan melalui skema 

pembiayaan komersial untuk pengadaan barang konsumsi. Skema yang 

dapat digunakan antara lain: Al bai’ bi tsaman ajil (salah satu bentuk akad 

murabahah atau jual beli dengan pembayaran cicilan), Al ijarah al 

muntahiyah bit tamlik (skema sewa beli yang berujung pada perpindahan 

kepemilikan), Al musyarakah mutanaqisah (partisipasi menurun secara 

bertahap antara bank dan nasabah hingga kepemilikan sepenuhnya beralih 

ke nasabah), serta Ar-Rahn untuk pembiayaan kebutuhan jasa.
33
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F. Lembaga Keuangan Mikro  

1. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro  

Lembaga Keuangan Mikro didefinisikan sebagai institusi keuangan yang 

secara khusus dibentuk untuk menyediakan layanan pengembangan usaha dan 

pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pemberian 

pinjaman atau pembiayaan bagi usaha berskala mikro kepada anggota 

maupun masyarakat, pengelolaan dana simpanan, serta penyediaan jasa 

konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata berorientasi pada 

keuntungan.
34

 

2. Landasan Hukum Lembaga Keuangan Mikro  

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2013 ini, yang dimaksud dengan Lembaga 

Keuangan Mikro yaitu lembaga keuangan yang didirikan dengan tujuan khusus 

memberikan jasa pengembangan usaha serta pemberdayaan masyarakat. Jasa 

yang dapat diberikan meliputi pengelolaan simpanan, pemberian 

pinjaman/pembiayaan usaha skala mikro kepada anggota dan mas, arakat, dan 

pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Semua kegiatan tersebut 

ditujukan tidak semata-mata mencari keuntungan.
35

 

3. Contoh Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia 

a. BPR 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang 

memberikan kredit kepada masyarakat di tingkat lokal atau daerah, dengan 

fokus pada usaha kecil dan menengah (UKM). Karakteristik Bank 
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Perkreditan Rakyat (BPR) yakni fokus pada pembiayaan usaha kecil dan 

layanan di tingkat lokal.
36

 

b. BMT ( Baitul Maal wat Tamwil) 

Menurut Arief Budiharjo, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah 

"Kelompok swadaya masyarakat (KSM) sebagai lembaga ekonomi rakyat 

yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi 

dengan sistem baghasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha 

kecil-bawah dalam rangka pengentasan ke-miskinan.
37

 

c. LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) 

Lembaga keuangan mikro syariah merupakan perpaduan antara 

sistem keuangan mikro dan prinsip-prinsip Islam. Lembaga ini tidak hanya 

berperan dalam menyediakan akses layanan keuangan bagi jutaan 

masyarakat Muslim, tetapi juga bertujuan menghindari praktik produk 

keuangan mikro yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Keberadaan 

lembaga keuangan mikro syariah dilandasi oleh semangat mewujudkan 

pertumbuhan ekonomi yang sejahtera secara sosial dan politik dengan 

berlandaskan nilai-nilai syariah. Selain itu, penerapan keuangan mikro 

syariah turut mengintegrasikan instrumen-instrumen syariah seperti zakat 

dan wakaf untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, 

sehingga mereka terhindar dari praktik pinjaman yang berlebihan dan 

bersifat konsumtif.
38
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G. Risiko Pembiayaan 

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang muncul akibat ketidakmampuan 

nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada lembaga 

keuangan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Salah satu jenis risiko 

pembiayaan adalah risiko yang timbul karena penyaluran dana yang terpusat 

pada satu pihak atau kelompok tertentu, baik berdasarkan industri, sektor usaha, 

maupun wilayah geografis, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian yang 

signifikan dan dapat mengancam keberlangsungan usaha lembaga keuangan.
39

 

Risiko pembiayaan umumnya dikaitkan dengan risiko gagal bayar, yaitu 

kemungkinan terjadinya kerugian bagi bank ketika pembiayaan yang disalurkan 

kepada debitur mengalami kemacetan. Kondisi ini terjadi apabila debitur tidak 

mampu memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana yang telah 

diberikan oleh bank. Selain kegagalan dalam pengembalian pokok pembiayaan, 

risiko tersebut juga mencakup ketidakmampuan debitur menyerahkan bagian 

keuntungan yang telah disepakati sejak awal perjanjian.
40 

Berikut adalah beberapa jenis risiko dalam sektor perbankan  

1. Risiko Kredit 

Risiko kredit timbul akibat kegagalan pihak lawan (counterparty) dalam 

memenuhi kewajibannya. Pada perbankan syariah, risiko pembiayaan mencakup 

risiko yang berasal dari karakteristik produk serta risiko yang berkaitan dengan 

aktivitas pembiayaan koperasi. 

2. Risiko Pasar 

Risiko pasar merupakan potensi kerugian pada portofolio yang dimiliki 
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bank akibat pergerakan variabel pasar yang tidak menguntungkan (adverse 

movement), seperti fluktuasi nilai tukar dan tingkat suku bunga. 

 3.  Risiko Likuiditas  

Risiko likuiditas terjadi antara lain karena ketidakmampuan bank dalam 

memenuhi kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo. 

4. Risiko Operasional 

Risiko operasional muncul akibat ketidakmemadaian atau tidak 

berjalannya proses internal, kesalahan sumber daya manusia (human error), 

kegagalan sistem, maupun faktor lain yang dapat mengganggu kegiatan 

operasional bank.
41

 

Berikut beberapa mitigasi risiko pada pembiayaan : 

1. Mitigasi risiko pada pembiayaan 
42

 

Untuk mengurangi risiko dalam pembiayaan, dilakukan evaluasi 

terlebih dahulu sebelum pembiayaan diberikan kepada nasabah. Langkah-

langkah yang dilakukan meliputi: 

a. Character  

Evaluasi karakter nasabah bertujuan untuk memahami moral, 

kepribadian, serta sifat-sifat positif yang dimiliki 

b. Capacity 

Evaluasi kapasitas nasabah dilakukan untuk menilai 

kemampuannya dalam mengelola dan menjalankan usaha. 
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c. Capital 

Evaluasi pemodal nasabah bertujuan untuk menilai jumlah modal 

pribadi yang diinvestasikan dalam usahanya. 

d. Condition 

Evaluasi kondisi nasabah dilakukan untuk menilai keadaan 

usahanya, termasuk pengaruh dari faktor sosial dan ekonomi. 

e. Collateral  

Evaluasi kolateral nasabah dilakukan dengan menilai aset atau 

barang yang diserahkan sebagai jaminan atas pembiayaan yang 

diterima. 

H. Pembiayaan Bermasalah   

Pembiayaan bermasalah yaitu pembayaran cicilan sejumlah uang tertentu 

dari harga yang telah disepakati dengan waktu yang melampaui batas 

pembayaran atau angsuran yang telah ditentukan. Keterlambatan peminjam 

melunasi cicilannya memungkinkan menjadi konsekuensi yang membahayakan 

si pemberi pinjaman.
43

 

Kategori pembiayaan bermasalah (kolektibilitas) adalah klasifikasi yang 

menunjukkan status pembayaran angsuran bagi hasil dan pokok oleh debitur, 

serta kemungkinan pengembalian dana yang diinvestasikan dalam surat berharga 

atau bentuk penanaman lainnya. Dalam analisis debitur terkait kredit, terdapat 

dua faktor utama dalam pembayaran kembali angsuran. Pertama, niat baik atau 
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kesediaan untuk membayar (willingness of payment). Kedua, kapasitas finansial 

untuk melakukan pembayaran (ability of payment).
44

 

Jenis Kolektibiltas Pembiayaan Bermasalah, yaitu : 

1. Lancar = belum / tidak menunggak 

2. Dalam Perhatian Khusus = tunggakan 1 hari sampai dengan 90 hari 

3. Kurang Lancar = tunggakan 91 hari sampai dengan 90 hari  

4. Diragukan = tunggakan 121 hari sampai dengan 180 hari 

5. Macet = tunggakan diatas 180 hari
45

 

Terdapat dua jenis pembiayaan bermasalah, yaitu: 

1. Pembiayaan dengan prospek 

Setelah dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap masalah yang 

dihadapi, mudharib masih memiliki peluang untuk memperbaiki status 

kolektibilitas pembiayaannya. Pembiayaan dalam kategori ini diklasifikasikan 

sebagai kurang lancar. 

2. Pembiayaan tanpa prospek 

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah bermasalah, di mana 

setelah dilakukan evaluasi, mudharib dianggap tidak lagi mampu 

meningkatkan kolektibilitasnya. Dalam situasi ini, pelunasan pembiayaan 

hanya dapat dilakukan melalui sumber lain atau dengan likuidasi agunan. 

Kategori ini mencakup pembiayaan yang diragukan serta yang mengalami 

keterlambatan pembayaran.
46
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Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab timbulnya pembiayaan 

bermasalah, di antaranya yaitu : 

Faktor Internal Meliputi : 

1. Kurangnya pemahaman nasabah terhadap usaha yang dijalankannya 

2. Tidak optimalnya evaluasi terhadap kondisi keuangan nasabah 

3. Ketidaktepatan dalam mengatur pemberian fasilitas pembiayaan kepada 

nasabah 

Faktor Eksternal Meliputi : 

1. Nasabah yang tidak menepati amanah atau kepercayaan 

2. Usaha nasabah yang relatif baru serta belum berpengalaman berisiko 

menimbulkan kerugian apabila tidak ditunjang dengan strategi yang baik 

3. Pendapatan bisnis nasabah berkurang karena adanya kejadian di luar 

perkiraan, seperti bencana alam maupun pandemi
47 
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